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ABSTRAK

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan hal yang sudah lazim ditemukan dalam
masyarakat Indonesia karena adanya keinginan akan kehadiran seorang anak yang
selama bertahun tahun belum dianugrahi oleh kehadirannya. Kondisi ini memiliki
dampak hukum karena mengangkat anak merupakan sebuah tindakan hukum.
Pengangkatan anak (adopsi) dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang
berbeda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup dan
berkembang dalam daerah tersebut. Perbuatan pengangkatan anak mengandung
konsekuensi yuridis bahwa anak adopsi mempunyai kedudukan hukum terhadap
yang mengangkatnya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini
adalah Pertama, Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak
yang diadopsi. Kedua, Apa faktor yang menghambat pelaksanaan pemenuhan
wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi. Ketiga, Apa upaya untuk mengatasi
penghambat pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sosiologis dengan
uraian pendekatan empiris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan
pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang di adopsi di Pengadilan Agama
Pekanbaru sudah terlaksana, melalui putusan hakim anak yang diadopsi dimana
haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua biologisnya
kepada orangtua yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan
membesarkan anak tersebut. Dengan terjalinnya kedekatan batin antara anak
angkat dan orangtua angkatnya maka anak angkat yang bukan ahli waris berhak
untuk mendapat wasiat wajibah tidak lebih dari 1/3 bagian. Hambatan dalam
Pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang di adopsi di Pengadilan
Agama Pekanbaru masih memiliki banyak hambatan, baik berupa kurangnya
pemahaman para pihak , ketidakjelasan atau konflik terkait status anak yang
diadopsi dalam hukum waris Islam. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian
dalam pemberian bagian warisan sesuai dengan wasiat yang telah dibuat. Selain
itu, perbedaan pendapat antara ahli waris biologis dan ahli waris angkat juga dapat
menjadi hambatan dalam pelaksanaan wasiat wajibah. Upaya dalam mengatasi
Hambatan dalam Pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang di
adopsi di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah mengambil langkah-langkah untuk
menemukan solusi yang sesuai dengan prinsip islam. Dapat dilakukan mediasi
atau arbitrase dapat dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang
adil dan menghormati kepentingan semua pihak yang terlibat atau pihak terkait
dapat meminta bantuan dari lembaga hukum yang kompeten atau pengadilan
guna mendapatkan keputusan yang mengikat secara hukum.

Kata Kunci: Anak Adopsi, Wasiat Wajibah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan salah satu pilar yang dapat mengatasi permasalahan
yang kerap kali terjadi dalam masyarakat juga sebagai pengawas dalam segala
perubahan sosial yang akan terjadi. Hukum yang sudah berlangsung lama
telah menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki
kesamaan budaya, zaman, dan agama. Norma yang diabadikan secara hukum
oleh pemerintah, dan diakui sebagai aturan yang mengikat dalam masyarakat
dan ditaati keberadaannya, serta diulang-ulang dalam masyarakat untuk hal
yang sama dalam kehidupan.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, karena anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa.

Anak merupakan pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa
mendatang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak
atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan

kebebasan.!

! Ahmad kamil, Fauzan Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia,
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), him.vii.



Sejak melewati era proklamasi sampai memasuki pintu gerbang reformasi,
tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara memadai
pelaksanaaan pengangkatan anak di Indonesia. Di periode reformasi,
pengaturan pengangkatan anak tersebut mulai terwujud dengan lahirnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana sudah
ditegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan
secara terus-menerus demi terlindungi hak-hak anak.?

Adopsi anak dan kedudukan anak angkat sudah termasuk dalam bagian
dari perlindungan anak yang menjadi bagian dari hukum yang berkembang.
Adopsi merupakan suatu perbuatan hukum yang sudah tidak jarang lagi atau
bahkan sudah sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dengan berbagai
motivasi dan akibat hukum karena menyangkut kepentingan orang per
orangan dalam Kkeluarga. Sebagai salah satu perbuatan hukum , maka
keberadaan dari adopsi tidak jarang terlibat kedalam permasalahan-
permasalahan dalam masyarakat. Adopsi anak mengikuti perkembangan
situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan
masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP nomor 54 tahun 2007 tentang

pelaksanaan pengangkatan anak, bahwa yang dimaksud dengan anak angkat

2 1bid , him.viii



adalah “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga
orang tua wali yang sah atau dan membesarkan anak tersebut ke dalam
lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau
penetapan pengadilan®.

Tindakan pengangkatan anak tidak menimbulkan terputusnya hubungan
darah antara si anak dengan orang tua kandungnya . Tujuan pengangkatan
anak tidak boleh ditujukan selain untuk kepentingan terbaik bagi si anak
dalam rangka mewujudkan perlindungan bagi si anak yang dilaksanakan
berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Masalah pengangkatan anak ini sering terjadi dan menjadi permasalahan
yang patut diperhatikan terutama dalam pembagian harta warisan. Setelah
dikaji di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mencantumkan
tentang kedudukan anak angkat dalam mendapatkan harta warisan tetapi
hanya mengatur tentang “kedudukan anak™ yaitu dalam Pasal 42 yang
berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai
akibat perkawinan yang sah.”

Dalam Hukum Islam tidak dikenal dengan penasaban terhadap anak
angkat maka dengan sendirinya tidak diatur pewarisan terhadap anak angkat
karena hak mewaris nya didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan, hal
ini dilatarbelakangi oleh turunnya Alqur’an surah al Ahzab ayat 4 dan 5 yang

artinya berbunyi:

% Juli Astuti, Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Adat Di Kecamatan
Colomadu Kabupaten Karanganyar. Tesis Program Pasca-Sarjana Universitas
Dipenegoro.Semarang.2004.him,20



“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia
tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia
tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang
demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang
sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka
(anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang
adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka
(panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-
maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi
(yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha
Pengampun, Maha Penyayang. ”

Pada dasarnya anak angkat (adopsi) tidak dapat menjadi ahli waris dari
orang tua angkatnya namun menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.
Namun ada beberapa cara yang dapat diterapkan dalam pembagian waris
pada anak angkat yaitu dengan pengalihan harta dalam bentuk hibah dan
wasiat. Dalam KHI terdapat wasiat namun masih sangat terbatas dalam
pengaturannya terhadap anak adopsi. Di mana wasiat wajibah hanya di
peruntukkan bagi anak angkat yang tidak menerima wasiat dengan bagian
maksimal 1/3 harta warisan orang tua angkatnya atau sebaliknya orang tua
angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah maksimal 1/3 harta
warisan anak angkatnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam
pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden
(Inpres) No.1 Tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan
keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21
Maret 1985. KHI disosialisasikan agar dipakai sebagai pedoman tertulis

dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan

Agama di seluruh Indonesia. KHI ini sejatinya merupakan respon pemerintah



terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya
(disparitas) keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama.
Disparitas itu merupakan hubungan kausalitas dari beragamnya sumber
pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fiqih yang dipakai oleh para hakim
dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul suatu gagasan
mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis
sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah
awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional.*
Wasiat wajibah secara tersirat mengandung unsur yang dinyatakan dalam
pasal 209 kompilasi hukum Islam, yaitu:®
1. Subjek hukumnya adalah angkat terhadap orang tua angkat atau
sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat.
2. Pewaris tidak memberikan atau menyatakan kepada penerima wasiat,
akan tetapi pemberian itu dilakukan oleh negara.
3. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak banyaknya atau tidak boleh
melebihi sepertiga harta warisan.
Dalam Putusan Pengadilan  N0.1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr,  hakim
memberikan hak waris pada anak angkat (adopsi) serta memberikan
kedudukan pada anak angkat sebagai ahli waris seperti halnya pewaris

lainnya. Hal ini didasari karena adanya hukum yang memberikan hak waris

* Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif
Politik Hukum Indonesia,https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-
hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24,  diakses pada
tanggal 17 Februari 2024.

® Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republlik
Indonesia, Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam, (Jakarta: 1982), him.51
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pada anak angkat yaitu dengan wasiat wajibah yang selama ini dipakai oleh
hakim dalam memberikan hak waris pada anak angkat. Berdasarkan hal di
atas, bagian harta waris pada anak angkat merupakan wasiat wajibah bagi
anak angkat untuk mendapat harta waris.

Berpegang dengan uraian yang telah dipaparkan , maka penulis tertarik
untuk mengkaji dan membahas permasalahan tersebut serta menuangkannya
dalam bentuk skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PEMENUHAN
WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK YANG DIADOPSI Dl
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU”

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas,
maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi masalah pokok dalam
penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang

diadopsi di pengadilan agama pekanbaru?

2. Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan pemenuhan wasiat

wajibah bagi anak yang diadopsi di pengadilan agama pekanbaru?

3. Apakah upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pemenuhan

wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi di pengadilan agama

pekanbaru?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan

dalam pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan
wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi di pengadilan agama
pekanbaru

2. Untuk  mendeskripsikan  faktor penghambat pelaksanaan
pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi di pengadilan
agama pekanbaru

3. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan
pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi di pengadilan
agama pekanbaru?

2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk memperdalam pengetahuan
penulis sekaligus juga sebagai syarat untuk menyelesaikan program
studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning

2. Perspektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu
pengetahuan serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti

selanjutnya.



3. Perspektif praktis, diharapkan berguna bagi pemerintah dan
masyarakat sekitar sebagai masukan dalam melakukan Pembaharuan
hukum terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap pemenuhan
hak waris bagian yang diadopsi berdasarkan sistem hukum Indonesia.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori merujuk pada landasan teoritis yang digunakan untuk

menghubungkan konsep, variabel dan hubungan dalam penelitian.

Adapun teori yang relevan dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Implementasi
Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari

bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya

terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan

hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.®
Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka

menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut
dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. * Maka dapat dipahami
bahwa implementasi merupakan salah satu tahap penting dalam proses
pelaksanaan kebijakan publik. Kebijakan publik yang telah ditetapkan
dalam bentuk Undang-Undang memerlukan suatu peraturan pelaksanaan
yang disebut kebijakan penjelas. Peraturan pelaksanaan ini bertujuan

untuk memberi petunjuk secara rinci mengenai bagaimana kebijakan

®Ishag, Dasar-Dasar llmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), him. 244.
" Affan Gaffar, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, (Jogja: Pustaka Pelajar
Kedasama, 2009), him. 294.



tersebut akan diterapkan dalam kehidupan. Dengan demikian, peraturan
pelaksanaan menjadi instrument penting dalam memastikan efektivitas dan
kesesuaian implementasi kebijakan public dengan tujuan dan prinsip yang
ingin dicapai.
Adapun beberapa pendapat ahli tentang teori implementasi, yaitu:
a. Menurut Nurman Usman
Implementasi adalah adanya suatu kegiatan, Tindakan, aksi atau
mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu
kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan
yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.®
b. Van meter dan Van Horn
Implementasi sebagai Tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat,
Lembaga pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan
yang digariskan dalam beberapa keputusan. Badan-badan ini
melakukan tugas-tugs pemerintah yang mempengaruhi warga negara9
c. Subarsono
Implementasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan
penyelesaian suatu pekerjaan, melalui penggunaan sarana untuk

memperoleh hasil akhir yang diinginkan™

®https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/06/220000369/pengertian-implementasi-
menurut-ahli , diakses pada tanggal 26 April 2024

° M.Munandar Sulaeman, llmu Budaya Dasar; Suatu Pengantar, (1998)

%Subarsono, Konsep, Teori, dan Aplikasi, (2006)
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2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif
dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu,
memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in
concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil
dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum
formal.'! Secara umum, penegakan hukum adalah sebagai tindakan
menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi
hukum guna menjami pentaatn terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan.

Adapun penegakan hukum menurut para ahli adalah:

a. Satjipto Rahardjo

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide

hukum menjadi kenyataan'?

b. Koesnadi Hardjo Soemantri

Penegakan hukum hanya melalui proses pengadilan dan perlu

diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai

jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrtif, sanksi

perdata dan sanksi pidana™®

Soerjono Sukanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta;
Raja Grafindo Persada, 1993) him. 5

'23atjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2009) him. 12

¥ Koesnadi Hardjo Soemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2005), him. 398-399.
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c. Soedarto
Penegakan hukum adalah apa saja yang dilakukan oleh aparatur
penegak hukum dalam menghadapi masalah dalam menghadapi
masalah-masalah dalam penegakan hukum.
3. Asas-asas kewarisan islam
Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing,
tidak terkecuali dalam hukum waris sendiri.
1. Asas waris karena kematian
Menurut ketentuan hukum Kewarisan Islam, peralihan harta seseorang
kepada pihak lain, yang disebut kewarisan, terjadi setelah individu yang
memiliki harta tersebut meninggal dunia.
Mengenai meninggalnya pewaris, dalam hal ini terdapat 2
macam,yaitu:
a. Meninggal secara hakiki yaitu dapat dipersaksikan bahwa
pewaris benar-benar meninggal dunia
b. Meninggal secara hukmi vyaitu pewaris yang dinyatakan
meninggal tidak dapat disaksikan kematiannya, tetapi dengan
dugaan yan kuat maka para ahli waris dapat meminta
Pengadilan Agama untuk menetapkan ahli warisnya secara
hukmi.
2. Asas ijabari
ljabari adalah bahwa dalam hukum kewarisan islam secara otomatis

peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris)
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kepada ahli warisnya sesuai dengan Kketetapan Allah SWT tanpa
digantungkan kepada kehendak sesesorang baik pewaris maupun ahli
waris. Oleh karena itu, orang yang akan meninggal tidak perlu
merencanakan penggunaan harta mereka setelah meninggal, karena
dengan kematiannya harta tersebut otomatis akan dialihkan kepada ahli
waris dengan pembagian yang telah ditentukan.

Asas ijbari juga dapat dilihat dari segi lain yaitu:

a. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal;

b. Jumlah harta yang sudah ditentukan untuk masing masing ahli
waris;

c. Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah
ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai
hubungan darah dan perkawinan.

3. Asas individual

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing
masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan untuk dimiliki secara
mutlak. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam
nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang
berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Hal ini dapat
dilihat dari maksud Pasal 176 s/d 180 KHI.

Asas ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 7:

SoAY15 A5l @55 s Caiead Ja sl Al B e (3358915 031 @55 s s (L

a8 Ui 551 )
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“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan
kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak,
menurut bagian yang telah ditetapkan”

Dalam surat an-Nisa ayat 8:

35 20 58590 sl s s ot 1l Aaall Soms 13635 V3 1 D
“Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim,
dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Dalam surat an-Nisa ayat 11:

Lia3h Gel ol 338 alis (& 16 G Bs Ghe SW W3 d s i a5 L
D5 e ) Ledia aaly 080 4059 5 Catall 1gla Baaly a8 A & A 58 35 41 8 ¢
Bny 35 be G0 a8 3530 4 g8 38 N aad 439 1,55 G 3 e md
£0558 Y By ilisa Lile g8 a G Ga i p b AL H 2 @

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian
warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama
dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya
perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga
dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja,
dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang
tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika
dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak
mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya
mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa
saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah
(dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang)
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara
mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan
Allah.  Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi
Mahabijaksana. ”

Dalam surat an-Nisa ayat 12:
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50 &0 35 4 I8 18 35 B 00l &) 41551 855 it K15 ) 383 e (K5 s
S 3 35 & 5 B 5 e 30 Gl 858 1y Gim s my 0 08 5 &
3 9l Giiad any 35 a2 L A1 5 21005 81500 51 4G &5 085 I8 )5 85
5350 e il L3 2185 248 S (o ST 108 (5 S Lagis a5 (KB 51 Ly (olnsh B

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-
istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu
mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan
setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta
yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu
mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang
kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan
setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun
perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara
perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu
seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu)
lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga
itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar)
utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan
Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. ”

4. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang mengandung pengertian bahwa harus ada
keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan
dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya.
Sebagai contoh, baik laki-laki maupun perempuan akan menerima bagian
yang sebanding dengan kewajiban yang akan mereka pikul masing-masing
dalam kehidupan keluarga dan masyarakat di masa mendatang. Mengenai

hal ini dapat dilihat dari Pasal 176 s/d 191 KHI tentang ‘au/”’ dan “rad”.
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5. Asas bilateral

Asas bilateral yaitu asas yang berlaku secara timbal balik yang berarti
bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari ayahnya saja, tetapi juga dari
ibunya, demikian pula saudara laki-lakinya maupun saudara
perempuannya, baik yang sekandung maupun saudara tiri. Hal ini dapat

dilihat dalam Pasal 174 ayat (1) KHI.

. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Sesuai dengan judul penulis dan permasalahan yang ada didalamnya, maka
jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian
yang mengambil sampel dari satu poplasi dan menggunakan metode
wawancara dengan responden.
2. Lokasi Penelitian
Untuk mendukung penulis dalam melakukan penelitian tentang
pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi dan
mengumpulkan data di Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti
berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan. Isi dari populasi
adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang

akan menjadi objek penelitian.
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b. Sampel
Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek
penelitian, sehingga data primer akan diperoleh. Penetapan sampel
untuk memudahkan penelitian untuk menemukan data. Penetapan data
dilakukan melalui metode purposive. Adapun yang menjadi sampel
dalam penelitian ini yaitu:

1. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru

2. Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru

3. Masyarakat (Anak Angkat) penerima Wasiat Wajibah

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

No Keterangan Jumlah  Jumlah Persentase
Populasi  Sampel
1. Ketua Pengadilan 1 1 100%
Agama Pekanbaru
2. Hakim Pengadilan 5 2 40%
Agama Pekanbaru
3. Penerima  wasiat 5 2 40%

wajibah
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4. Sumber Data
Data yang diperlukan dalam penelitian hukum sosiologis berupa data data
hukum yang diperoleh dari lapangan secara langsung serta berbagai sistem
baik secara manual maupun online dan lain sebagainya. Adapun jenis
bahan hukum penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari Pengadilan Agama

Pekanbaru yang diperoleh menggunakan pengumpulan data melalui

wawancara yang dilakukan dengan responden dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui berbagai kepustakaan, media cetak dan

elektronik untuk mendukung data primer

c. Data tertier

Data yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia dan sejenisnya yang

berfungsi untuk mendukung dat primer dan data sekunder.
5. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa sistem
untuk menemukan data yang terdapat dalam bahan hukum primer,
sekunder dan tertier yang substansinya relevan dengan permasalahan yang
diteliti. Adapun teknik yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung

ditempat penelitian.
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b. Wawancara
Metode pengumpulan data dengan wawancara langsung melalui
tanya jawab dengan responden
c. Kajian Kepustakaan
Penulis mempelajari kepustakaan atau literatur-literatur yang ada
dan memiliki korelasi dengan masalah yang akan diteliti.
6. Analisis Data
Setelah data primer dan sekunder terkumpul melalui penelitian ini, penulis
melakukan analisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis
dilakukan dengan menguraikan hasil penelitian dan data yang terkumpul
berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat pakar, dan
pengalaman lapangan penulis. Kesimpulan diambil menggunakan metode
berpikir induktif, yaitu mengambil kesimpulan umum dari pertanyaan

yang spesifik.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang di adopsi di
Pengadilan Agama Pekanbaru sudah terlaksana tetapi belum maksimal,
melalui putusan hakim anak yang diadopsi dimana haknya dialihkan dari
lingkungan kekuasaan keluarga orangtua biologisnya kepada orangtua
yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan
anak tersebut. Dengan terjalinnya kedekatan batin antara anak angkat dan
orangtua angkatnya maka anak angkat yang bukan ahli waris berhak untuk
mendapat wasiat wajibah tidak lebih dari 1/3 bagian.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang
di adopsi di Pengadilan Agama Pekanbaru masih memiliki banyak
hambatan, baik berupa kurangnya pemahaman para pihak , ketidakjelasan
atau konflik terkait status anak yang diadopsi dalam hukum waris Islam.
Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pemberian bagian
warisan sesuai dengan wasiat yang telah dibuat. Selain itu, perbedaan
pendapat antara ahli waris biologis dan ahli waris angkat juga dapat
menjadi hambatan dalam pelaksanaan wasiat wajibah.

3. Upaya dalam mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan pemenuhan wasiat
wajibah bagi anak yang di adopsi di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah

mengambil langkah-langkah untuk menemukan solusi yang sesuai dengan
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prinsip islam. Dapat dilakukan mediasi atau arbitrase dapat dilakukan
untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan menghormati
kepentingan semua pihak yang terlibat atau pihak terkait dapat meminta
bantuan dari lembaga hukum yang kompeten atau pengadilan guna

mendapatkan keputusan yang mengikat secara hukum.

. Saran

Hendaknya terhadap anak yang diadopsi, jika orangtua angkatnya
memiliki harta warisan harus memastikan bahwa dokumen dokumen
hukum seperti surat wasiat secara jelas menyebutkan hak waris atas anak
yang diadopsi dan dilakukan dengan menyebutkan anak secara spesifik
dalam surat wasiat dan menentukan bagian dari warisan yang mereka
terima.

Hendaknya terhadap orangtua yang melakukan pengangkatan anak
(adopsi) dapat melindungi aset dan memastikan bahwa anak yang diadopsi
mendapatkan bagian yang sesuai sehingga ketika pembagian warisan
tersebut tidak akan terjadi perselisihan dan atau permasalahan dikemudian
hari

Kepada Instansi terkait diharapkan agar putusan tentang pengangkatan dan
pewarisan terhadap anak adopsi sesuai dengan hukum dan keadilan yang
berlaku karena saat ini pengaturan tentang pewarisan terhadap anak adopsi
belum maksimal dalam pelaksanaannya dan Undang-undang yang

mengaturnya belum jelas diatur secara khusus.
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